BAB1I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan
Semua informasi keuangan lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi
pelaksanaan keuangan terdahulu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi
oleh pihak eksternal pemeritah daerah untuk masa yang akan datang sehingga
penyampaian pertanggungjawaban dan disusun dengan mengikuti standar
akuntansi pemerintah. Beka & Handayani (2022:1)

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal
ini diatur dalam UU No. Ketentuan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Keuangan
Negara Kabupaten yang memerlukan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD. Akuntansi desa merupakan proses pencatatan
transaksi-transaksi yang terjadi di dalam desa. Pembuktiannya dengan catatan,
kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi
berupa laporan keuangan untuk penggunaan orang-orang terkait di desa. Laporan
Keuangan Desa merupakan bentuk persyaratan transparansi, persyaratan
pendukung terdapat sistem pertanggungjawaban dalam bentuk publik (terbuka)
kepada pemerintah desa yang lebih tinggi. Kegiatan pengelolaan sumber daya
publik.

Sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, pendapatan transfer
dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa terdiri dari harta, hasil swadaya, hasil
usaha, penyertaan, gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan transfer meliputi dana
tingkat desa, pajak daerah kabupaten dan kota, sebagian hasil pemungutan daerah,
dana tingkat desa yang dialokasikan kabupaten dan kota, serta subsidi keuangan
yang diperoleh dari anggaran pendapatan desa provinsi, kabupaten, dan kota. Dana
tingkat desa merupakan sumber pendapatan tingkat desa yang pengelolaannya

mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dilakukan secara



tertib, dan berpegang pada disiplin anggaran. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,
pengelolaan keuangan dapat membantu desa berkembang, sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa (Boyman
2020:2).

Desa yang mendapat pendanaan cukup tentu akan membawa kemajuan, dan
desa mempunyai peluang untuk melakukan perubahan demi kepentingan
masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai subjek
pembangunan, yang tadinya hanya sebagai objek pembangunan, kini menjadi
subjek pembangun kesejahteraan. Pendanaan desa yang signifikan diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga mengurangi
kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tentu saja hal ini menjadi peran dan
tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintahan
desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan seluruh kegiatan pemerintahan di
tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Dokumen Nomor 113 Kementerian Urusan Sipil Tahun 2014, dana
desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), yang ditransfer ke desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pendanaan pengembangan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memasukkan dana tingkat desa ke dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Dana dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah desa
kemudian dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas
wilayah dan kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat Pembangunan pedesaan
bergantung pada alokasi sumber daya Dana keuangan desa diberikan dalam bentuk
dana yang berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Yang ditransfer melalui
Kabupaten/Kota. Di mana menambahkan alamat Sebagian dana perimbangan

diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sekurang-kurangnya 10%



(sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Desa No. 6 Tahun
2014 tentang desa Pasal 72). Transfer bertahap sebelum distribusi Pemerintah fokus
dulu pada besaran dana tersebut nilai nominal yang akan diberikan kepada masing-
masing desa adalah karena dana yang diterima berbeda-beda tergantung jumlahnya
Populasi, tingkat kemiskinan, ukuran dan kesulitan geografis Untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Desa  wajib membuat laporan  keuangan untuk  memberikan
pertanggungjawaban realisasi anggaran dana yang dikeluarkan. Laporan
pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan laporan keuangan tingkat desa yang telah
dirilis diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang lengkap,
menyeluruh, akurat dan tepat waktu berdasarkan periode Tata kelola hanya dapat
dicapai melalui kepedulian, tanggung jawab, dan transparansi Tata kelola yang baik
dapat mengarah pada akuntansi dengan cepat diterima dan dikenali.

Menurut IAI-KASP (Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor
Publik) 2015, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa berdasarkan Pasal
71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dapat dinilai sebagai
berikut: Uang dan segala uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa. Hal ini juga senada dengan penjelasan Pemdagri Nomor 113
Tahun 2014. Selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa adanya hak dan kewajiban
akan berakibat pada penerimaan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan
keuangan desa.

Pasal 93 ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus yang menyeluruh
dan terpadu dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa
mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara
tertib dan anggaran. Rangkaian dan prinsip pengelolaan keuangan tingkat desa
harus dilaksanakan di setiap desa.

Boyman Zuliardi (2020) melakukan analisis dan kajian terhadap implementasi

akuntansi pedesaan oleh Pemerintah Desa Ganting Kabupaten Solo Kabupaten



Jinbao. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk
mengumpulkan data, kemudian mengelompokkan dan mengorganisasikannya
untuk penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan di Desa Ganting Kecamatan
Solo Kabupaten Kampar belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ayu Mastang (2018) melakukan penelitian pada penerapan akuntansi di Kantor
Desa Sappa Kecamatan Belawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa
Laporan Pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan Standar Pencatatan
Keuangan Desa yang tertuang dalam laporan APBDesa.

Selain itu, uraian Laporan Keuangan Desa memberikan informasi mengenai
hasil yang dianggarkan sebagai bagian dari kegiatan akuntansi Desa, yang dirinci
pada bagian ini. Laporan pelaksanaan Sesuai Anggaran Deskripsi, namun masih
mempunyai kekurangan dari segi anggaran. Bahwa penulis ingin mengetahui
penerapan Akuntansi Keuangan di Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang
Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Perubahan anggaran pendapatan desa pada desa
Batulicin Irigasi kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun
anggaran 2023, memiliki pendapatan asli desa sebesar Rp. 40.500.000, dana desa
mencapai Rp. 733.305.000, alokasi dana desa sebesar Rp. 1.839.637.410, dan dan
jumlah pendapatan transfer sebesar Rp. 2.572.978.410. Setiap tahunnya anggaran
yang didapatkan Desa selalu mengalami kenaikan ataupun penurunan, seperti
halnya anggaran yang didapatkan Desa Batulicin Irigasi yang selalu berubah-ubah
setiap tahunnya. Adapun anggran yang didapatkan Desa Batulicin Irigasi selama

lima tahun terakhir ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Anggaran Desa Batulicin Irigasi Tahun 2020-2024
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Sumber Anggaran Desa Batulicin Irigasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian
dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa

Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kesesuaian
penerapan akuntansi pada Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang
Kabupaten Tanah Bumbu dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen

Akuntan Sektor Publik.

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Batulicin
Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Ikatan

Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntasi Sektor Publik.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi peneliti dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta
pemahaman mengenai penerapan akuntansi yang ada pada desa batulicin
Irigasi.

2) Bagi pemerintah desa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai acuhan serta informasi apa bila
masih terdapat kekurangan dalam penerapan akuntansi yang diterapkan di
desa tersebut.

3) Bagi peneliti selanjutnya dari penelitian ini, dapat menjadi acuan dalam
membuat tugas maupun skripsi serupa sebagai pembanding terhadab subjek
yang sejenis agar penelitian ini bisa lebih baik dan sempurna.

4) Bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan dan pengelolaan

akuntansi desa.



BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1)

2)

3)

4)

5)

Pada tahap perencanaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21, serta sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 20.

Pada tahap perencanaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 25, serta sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 24.

Pada tahap penatausahaan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 36, serta sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 35.

Pada tahap pelaporan Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 38, serta sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 37.

Pada tahap pertanggungjawaban Desa Batulicin Irigasi sudah sesuai dengan
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 pasal 39, serta sudah
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 38.

Berdasarkan kesimpulan pemerintah Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang

Bintang Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya sesuai dengan Ikatan Akuntan

Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Batulicin Irigasi

Kecamatan Karang Bintang, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan

atas pelaksanaan penerapan akuntansi yang dapat diberikan saran untuk
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kelanjutannya atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban
yaitu pencatatan terkait angggaran perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak
terjadi kekurangan dana pada saat perealisasian atas program yang telah
diangggarkan. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan system
pengelolaan keuangan desa dikarenakan desa Batulicin Irigasi menggunakan
system online sehingga menuntut aparatur desa untuk lebih up fo date dalam

perkembangan informasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian membahas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

menyusun tugas akhir seperti jumlah sampel yang terbatas, keengganan responden

dalam mengungkapkan informasi, dan lain-lain.
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